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BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang

Mengingat

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGEKAT DAERAII

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SANGIIIE,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenlang
Perangkal Dacrah, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe;

1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29  Tahun 1959 icntang

Pembentukan Daerah Tingkal I di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indoncsia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

s,
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Bipil Negara (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tarbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomer 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

0. Peraturan Pemerintah Nomeor 59 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud
menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi
Utara (Lembaran Neguara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 167, Tambshan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5557;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tenlang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHIE
dan

BUPATI KEFULAUAN SANGIHE
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MEMUTUSKAN :

Menctapkan : PERATURAN DAERAII TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAII KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

':’_.l |

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pererinlahan Dacrah adalah Penyelenggaraan urusan pemecrintahan oleh
Permerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurul asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik  Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam IIndang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah scbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daeral otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyclenggaraan urusarl pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Lembaea Perwakilan Raleyat Daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan dacrah.

Sekretariat Dacrah adalah Sckretariat Daerah Kabupalen Kepulauan
Sangihe.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Kepulauan
Sangihe,

Qekrelariat Dewan Perwakilan Rakyal Daerah selanjutnya disingkat
Sekretariat DPRD adalah Seikretariat DPRD  Kabupaten Kepulauan
Sangihe.
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10.

11.
12.
13.
14.

16.

Sckretaris Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  selanjutnya  disingkat
Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sangihe,

Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Badan Daecrah adalah Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Unit Pclaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan (eknis
periunjang tertentu,

Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan vang
melaksanakan kegiatan ileknis operasional dan/atau kegiatan (eknis
penunjang terteniil.

Peraturan Bupati adalah Peraluran Bupati Kepulauan Sangihe.,

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, harus

memperhatikan asas :

a
b.

o

P

by

> ®

. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
Inlensitas urusan pemcerintahan dan polensi daerah;
Efisiensi:
Efcktivitas;
. Pembagian habis tugas;

Rentang Kendali;

Tata kerja vang jelas; dan
. Fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daecrah im dibentuk Perangkat Dacrah dengan susunan

sebagail berikut :

d.

Sekretariat Dacrah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

b. Bekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.

.

Inspeklorat merupakan Inspektorat Tipe A.
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d. Dinas Daerah terdiri dan :

£

10.

i

14

Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemcrintahan
bidang pendidikar;

Dinas Keschatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelen ggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan TUang;
Dinas Perumahan Rakval dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan
dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenleraman dan ketertiban  umum
serta perlindungan masyarakat;

Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemcrintahan bidang
sosial;

Dinas Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi serla bidang energi
sumber daya mineral;

Dinas Pembcrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A
menyelenggarakan urusan  pemerinlahan  bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

Dinas Pangan Tipe A menvelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pangan,

Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administrasi  kependudukan dan
pencalatan sipil;

Dinas Pemberdayaan Masvarakal dan Desa Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang semberdayaan masyarakat dan desa;
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga DBerencana Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan  bidang  pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

Dinas Perhubungan Tipe A menyclenggarakan urusan pemerintaban

bidang perhubungan;
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15.

19.

20.

21,

22,

23

-£3

Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyclenggarakan urusan
pecmerintahan bidang komumikasi dan informatika, bidang persandian
serta bidang statistik;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mcnengah Tipe C menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha keeil dan menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A
menvelenggarakan urusan pemecrintahan hidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu piniu;

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe © menyelenggarakan urusarn
pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan
pemcrintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisala;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;

Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

Dinas Pertanian Tipe B menvelenggarakan urusan pe merintahan
hidang pertanian; dan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.

e. Badan Daerah terdin dari :

(1)

1.

Badan Percncanaan serta Penclitian dan Pengembangan Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penclitian  dan
pengembangan;

Badan Keuangan Tipe A mclaksanakan Mingsi penunjang keuangan,
dan

Badan Kepegawaian serla Pendidikan dan Pclatthan Tipe DB
melaksanakan fungsi penunjang kepegawalan, pendidikan  dan

pelatihan;

Pasal 4

Selain  Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

Kecamatan diletapkan sebagai perangkal daerah.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin dari :

da.

Kecamatan Tahuna dengan Tipe A;

h. Kecamatan Tahuna Timur dengan Tipe A;
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k.

I1l.

.

Kccamalan Tahuna Baral dengan Tipe A;
Kecamatan Kendahe dengan Tipe A;

Kecamatan Tabukan Utara dengan Tipe A;
Kecamatan Tabukan Tengah dengan Tipe A;
kKecamatan Tabukan Selatan dengan Tipe A;
Kecamatan Tabukan Selatan Tengah dengan Tipe A;
Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara dengan Tipe A;
Kecamatan Manganitu dengan Tipe A;

kecamatan Tamako dengan Tipe A;

Kecamatan Manganitu Selatan dengan Tipe A;
Kecamatan Tatoareng dengan Tipe A:

Kecamalan Nusa Tabukan dengan Tipe B;

Kecamalan Kepulauan Marore dengan Tipe B.

Pasal 5

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan [ungsi, serta tata kerja Perangkat

Dacrah dan unil kerja dibawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupali.

(1)

(2)

BAB III
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pazal 6

Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana

Teknis.

Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan scbagian kegiatan

teknis operasional dan/atau  kegialan teknis penunjang  tertentu

perangkal daerah induknya.
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(1)

(2)

Pazsal 7

Selain Unil Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang
pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah.

Satuan Pendidikan Daerah schagaimana dimaksud pada ayat (1)

berbentuk Satuan Pendidikan Formal.

Pasal 8

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, lerdapat Unit Pclaksana Teknis Dinas Daerah di hbidang
keschatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagal unit organisasi bersifat
fungsional dan unit layanan vang bekerja secara profesional.

Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1) bersifal
olonom dalam penyclenggaraan Tala Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola
Klinis serta mencrapkan Pola Pengelolaan Kecuangan Badan Layanan

Umwm Daerah.

BAB IV
STAF ALILL

Pasal 9

Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.
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(1)

(3)

BAB VYV
JABATAN PERANGEKAT DAERAH

Pasal 10

Sekrelaris Daerah merupakan jabatan eselon Ila atau jabatan Pimpinan
Tinggl Pratama.

Sekretaris DPRD, Inspekiur, Asisten Sekrctaris Dacrah, Kepala Dinas
Daerah, Kepala Badan Daerah dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan
eselon 1Th atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Sekretaris Inspektorat, Inspekiur Pembantu, Sckretaris Dinas Dacrah,
Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan
eselon Tlla atau jabatan administrator.

Kepala Bidang pada Dinas dan Badan Daerah serta Sekretaris Kecamatan
Tipe A merupakan jabatan eselon IlTh atau jabatan administrator.

Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekrelariat Daerah, Sckretariat DPRD,
Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Scksi pada Dinas dan
Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Tcknis Dinas dan Badan Daerah
Kelas A, Sekrelaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan
merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B,
Kepala Sub Bagian pada Unil Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Daerah
Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kccamatan, Sckretans Kelurahan dan
Kepala Scksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabalan

pengawas.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pcjabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan

diberhentikan olch Bupali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(2)

(3)

-10-

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Paszal 12

Perangkat Daerah vang meclaksanakan urusan pemerintahan dibidang
kesaluan bangsa dan pelitik vang terbentuk dengan susunan organisasi
dan tala kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampal dengan peraluran perundang-undangan
mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Dalam hal Perangkat Daerah vang mclaksanakan urusan pemerinlahan
dibidang kesaluan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) lergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah
terscbul hanya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan
bangsa dan politik.

Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesaluan
bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai  pelaksanaan  urusan  pemeriniahan

umum diundangkan.

Pasal 13

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang

bencana, vang (erbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja scbelum

Peraturan Daerah inil diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampal

dengan terbentuknya Perangkal Daerah baru vang melaksanakan sub urusan

bencana sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

BAR VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yvang ada tetap
menduduki jabatannyva dan mclaksanakan tugasnyva sampai dengan

diletapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
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(2) Penelapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan

pada bulan Desember 2016.

Pasal 15

Pelaksanaan tugas pokok dan fingsi Perangkal Dacrah sebagaimmana diatur

dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulal bulan Jan wart 2017,

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraluran Daerah ini, maka :

:

b

3.

Peraturan Dacrah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 14 Tahun 2008
lentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretarial Dacrah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Peraturan Dacrah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerju Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2008
rentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Percncanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain

Kabupaten Kepulauan Sangihe;

. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomer 17 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tala Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupalen
Kepulauan Sangihe;

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan,
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupalen Kepulauan Sangihe;
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2009

tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
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< Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua Atas Peraluran Daecrah Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupalen Kepulauan
Sangihe;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulavan Sangihe Nomor 4 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspeklorat, Badan Percncanaan Pembangunan
Dacrah dan Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor S Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

| 1 Peraturan Daecrah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspeklorat, Badan Pcrencanaan
Pembangunan Dacrah, Lembaga Teknis Dacrah dan Lembaga Lain
Kabupaten Kepulauan Sangihe;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 fentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

13 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
Kabupaten Kepulauan Sangihe;

14.Peraturan Dacrah Kabupalen Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspeklorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain
Kabupaten Kepulauan Sangihe.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannva dalam Lembaran Daerah Kabupalen

Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 17 Okbober 2010
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

gt

HIRONIMUS ROMPAS MAKAGANSA

Diundangkan di Tahuna
pada tanggal, 17 Ckteber 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
o~

.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2016
NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE PROVINGSI
SULAWESI UTARA (5/2016 )



PDF Compressor Free Version

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATLEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

[, UMUM

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Dacrah sesual
dengan Prinsip Desain Organisasi, Pembentukan Perangkat Daerah yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah didasarkan pada asas efcsiensi, elektivitas, pembagian habis tugas,
rentang kendali, ltata kerja yang jelas, [leksibilitas, urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi
Dacrah.

Dasar ulama pembentukan Perangkal Daerah vaitu adanya urusan
pemerintahan yang discrahkan kepada Daerah yang terdiri atas urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintlahan
wajib dibagt atas urusarn pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan
dasar dan urusan pemerintahan yang ldak bherkaitan dengan pelayanan
dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas
wilayah, jumlah penduduk, kemampuan kecuangan Daerah serta besaran
bebas lugas sesual dengan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada
Dacrah schagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh seliap Dacrah melalui
Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah dilctapkan dalam 3 (tiga) tipe yailu tipe A, tipe B dan
tipe C, Penetapan tipe Perangkal Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah
nilai variabel umum dan variabel leknis.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menctapkan
Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kepulauan Sangihe.
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II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Daerah ini terdiri dari IX (sembilan) Bab dan 17 {tujuh belas) Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanva di bentuk
untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas

otonomi dan lugas pembantuan.

Hurul b

Yang dimaksud dengan asas "Intensitas Urusan Pemerintahan dan
Potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat
Dacrah  didasarkan pada volume beban tugas untuk
melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban
tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan

Pemerintahan.

Humril ¢

Yang dimaskud dengan asas “Efisiensi” adalah pembentukan
Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat

daya guna yang paling tinggi yang dapat dipcroleh,

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "Efcktivilas” adalah pembentukan
Perangkat Dacrah harus berorientasi pada tujuan vang tepat guna

dan berdaya guna.

Hurul e

Yang dimaksud dengan asas "Pembagian Habis tugas®™ adalah
pembentukan Perangkal Daerah yang membagi habis tugas dan
[ungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah
dan tidak terdapat suatu tugas dan [ungsi yang dibebankan pada

lebih dari satu Perangkat Dacrah.
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Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "Rentang Kendali” adalah penentuan
jumlah Perangkat Dacrah dan jumlah unit kerja pada Perangkat
Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unil kerja

bawahan,

Hurul g

Yang dimaksud dengan asas "Tala Kerja Yang .Jelas”™ adalah
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja
pada Perangkat Dacrah mempunyai hubungan kerja vang jelas,

baik vertikal maupun horizontal.

Huruf h

Pasal 3

Yang dimaksud dengan asas "Flcksibilitas” adalah penentuan
tugas dan [ungsi Perangkal Daerah dan unit kerja pada Perangkal
Daerah memberikan ruang unluk menampung tugas dan fungsi
vang diamanatkan oleh ketentuan peraturan  perundang-
undangan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah dilelapkan.

Yang dimaksud dengan *Tipe A" adalah Tipe wvang mewadah
pelaksanaan fungsi dengan beban kerja besar.

Yang dimaksud dengan "Tipe B” adalah Tipe yang mewadahi
pelaksanaan fungsi dengan beban kerja sedang.

Yaneg dimaksud dengan "Tipe C” adalah Tipe wvang mewadahi

pelaksanaan fungsi dengan beban kerja kecil.

Pasal 4
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culktup jelas
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal &
Ayat (1)

Culup jelas.
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Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 7
Avat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal &
Aval. (1)
Cukup jelas.
Ayal (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Avat (2]
Cukup jelas
Ayat [3)
Cukup jclas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (6)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Avat (1)
Culkup jelas.



PDF Compressor Free Version

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Culkup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Aval (1)
Cukup jelas.
Aval (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

wahhiEEE



